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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI 

DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI  

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas 

Pindah/Mutasi  Dalam Negeri dan Luar Negeri serta 

Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

sehingga perlu diubah;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri tentang Perjalanan  Dinas Pindah/Mutasi  Dalam 

Negeri dan Luar Negeri serta Pindah Pensiun Pegawai Di 

Kementerian Ketenagakerjaan; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

                       ;    
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang  

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan 

dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 683);  

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

678);  

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272); 

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara    

dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

PERJALANAN  DINAS PINDAH/MUTASI  DALAM NEGERI DAN 

LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI DI 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

2. Atase Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil 

Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada 

perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugas bidang 

ketenagakerjaan. 

3. Staf Teknis Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil 

Kementerian Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada 

perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler untuk 

melaksanakan tugas bidang ketenagakerjaan.  

4. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan 

Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia 

yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan 

kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik 

Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau 

pada Organisasi Internasional. 

5. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat 

keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar 
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negeri. 

6. Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah kota tempat 

satuan kerja/kantor berada di luar negeri. 

7. Tempat bertolak di Luar Negeri adalah kota tempat 

keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam 

negeri dan/atau ke tempat tujuan di luar negeri. 

8. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat 

tujuan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah 

pensiun di dalam negeri.  

9. Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat 

tujuan pindah di luar negeri.  

10. Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota 

tempat tujuan pindah di dalam negeri.  

11. Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri adalah 

perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang di pindah 

tugaskan ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia. 

12. Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri adalah 

perjalanan dinas pindah/mutasi pegawai yang dipindah 

tugaskan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu 

atas dasar keputusan Menteri Luar Negeri.  

13. Perjalanan Dinas Pindah Pensiun Dalam Negeri adalah 

perjalanan dinas pegawai yang telah purna tugas pindah 

ke kota lain dalam wilayah Republik Indonesia.  

14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

bukti pengeluaran yang sah.  

15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah surat perintah kepada pejabat/pegawai yang 

melaksanakan pindah dinas/mutasi dan pensiun. 

16. Bantuan Biaya Pendidikan Anak yang selanjutnya 

disingkat BBPA adalah bantuan biaya pendidikan anak 

yang diberikan kepada pejabat/pegawai Kementerian 

Ketenagakerjaan yang ditugaskan di luar negeri. 

 

Pasal 2 

Pelaksanaan perjalanan dinas pindah/mutasi, pindah pensiun 

dan BBPA dilakukan dengan: 

a. selektif; 
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b. ketersediaan anggaran; 

c. efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja negara; dan 

d. transparansi dan akuntabilitas. 

 

BAB II 

PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI 

DAN PINDAH PENSIUN 

 

Pasal 3 

Perjalanan dinas terdiri atas: 

a. Pindah/Mutasi Dalam Negeri; 

b. Pindah/Mutasi Luar Negeri; dan 

c. Pindah Pensiun.  

  

Pasal 4 

Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan perjalanan dinas 

pindah/mutasi pegawai beserta keluarga yang sah dari tempat 

kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru 

berdasarkan keputusan pindah dari pejabat yang berwenang 

dan bukan atas permintaan sendiri. 

  

Pasal 5 

Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan perjalanan dinas 

yang dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah dari 

Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan 

dalam rangka: 

a. penempatan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga 

Kerja beserta keluarga yang sah dari Indonesia untuk 

tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan;  

b. penempatan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga 

Kerja beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari 

Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan 

lainnya;  

c. penarikan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga 

Kerja beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari 
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